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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka 
tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan 
tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dipandang perlu 
mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 
Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Peraturan 
Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Vang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan 
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2002 Nomor 3/D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 10/E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 13); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 
2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Ka bu paten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 49). 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN 
LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal I 

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 43) sebagai berikut: 

Pada BAB XV Standar Honorarium/Upah/Tarif pada Belanja Pegawai 
untuk Belanja Tidak Langsung 

2. Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati 
Ti ithD h - m Anitllaran Pemer n a aera . . 

No. Jabatan Dalam Tim Satuan Harga Ket 

1 Pengarah I OB 25.000.000 
2 Pene:arah II OB 17.000.000 
3 Ketua OB 15.000.000 
4 Wakil Ketua I OB 12.000.000 
5 W akil Ketua II OB 12.000.000 
6 Sekretaris OB 10.000.000 
7 Ange:ota OB 7.000.000 

- Tim Fasilitasi Penyaluran dan Penyusunan Laporan Dana Transfer : 

No. Jabatan Dalam Tim Satuan Harga 
1 Ketua OB 7.000.000 
2 Wakil Ketua OB 6.500.000 
3 Sekretaris OB 6.000.000 
4 Tim teknis OB 5.000.000 
5 Arnnwta OB 3.500.000 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Juli 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 

Ket 

pengundangan 
Berita Daerah 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 30 Juli 2019 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 30 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd. 
YUHROHNUR EFENDI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 
NOMOR 32 


